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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian


Eropa, sebagai pusat peradaban dunia memang menarik untuk dipelajari, bahkan untuk dikaji lebih jauh. Karena disinilah terjadinya pemikiran-pemikiran tradisional yang selalu mengguncang dunia. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak perubahan-perubahan yang terjadi terutama proses metamorfosis dari Eropa Kuno menuju suatu masyarakat Eropa yang modern. Jika mau melihat sejarah, kita dapat melihat bagaimana masa Renaissance berlangsung, yang mana bertujuan untuk menghidupkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi sehingga pada akhirnya orang-orang Eropa dapat mencerminkan diri pada kehidupan itu dan meletakkan ideal-ideal keudayaan Yunani-Romawi sebagai tujuan hidup manusia Eropa sejati
. Sejak terjadinya Perang Dunia II, cikal bakal Uni Eropa sudah mulai nampak. Para cendikiawan Eropa sepakat untuk tidak lagi menambah liter darah yang terus mengalir dari korban yang berjatuhan akibat peperangan. Dengan tujuan dan cita-cita mulia, maka digagaslah ide untuk menyatukan suatu bangsa, yaitu mendirikan komunitas di tingkat kawasan, khusunya Eropa. Dalam pidatonya di Paris tanggal 9 Mei 1950, Menteri luar negeri Perancis Robert Chumann menyampaikan gagasannya untuk menyatukan Eropa sehingga pada akhirnya tanggal tersebut dijadikan icon sebagai hari Eropa.

Singkatnya, integrasi Eropa yang dicetuskan oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman Luksemburg dan Perancis dalam proses perkembangannya mengalami banyak dukungan dari negara-negara di kawasan Eropa lainnya. Hal itu terbukti dengan banyaknya keinginan untuk bergabung mulai dari Eropa Barat sampai eropa Timur.  Tahun 1995 saja, jumlah keanggotaannya menjadi lima belas negara, yaitu dengan bergabungnya Austria, Finlandia dan Swedia menjadi anggota penuh Uni Eropa setelah sebelumnya Denmark, Spanyol, Irlandia, Yunani, Inggris dan Portugal juga diratifikasi keanggotaanya. Hingga tahun 2004, tercatat jumlah keanggotaan Uni Eropa menjadi dua puluh lima negara, yaitu dengan diterimanya Estonia, Lithuania, Latvia, Slovenia, beberapa negara Eropa Timur seperti Hongaria, Polandia, Republik Ceko, Republik Slovakia, dua di kawasan mediterania Malta dan Siprus. Sementara itu, Turki yang beribukota di Istanbul masih menunggu proses pembahasan. Dan apabila proses pembahasannya lancar, maka Turki sebagai negara kandidat ke dua puluh enam dapat bergabung dengan Uni Eropa. 

Masuknya negara-negara baru kedalam blok Uni Eropa sudah pasti berpengaruh bagi negara-negara kecil yang sudah tergabung dalam Uni Eropa. Negara-negara kecil dengan pengaruh yang tidak begitu banyak dalam hal kebijakan tentunya akan merasa semakin tenggelam. Sudahlah kedaulatan mereka terancam punah, maka dengan perluasan ini eksistensinya pun akan semakin pudar. Hal tersebut dirasakan oleh Belanda beberapa tahun terakhir ini. Padahal, Belanda sendiri merupakan pejuang integrasi sekaligus pendiri Masyarakat Eropa. 

Mulanya keresahan memang bersumber dari pemerintah Belanda yang menduga bahwa hal itu tidak hanya terletak pada perluasan atas masuknya anggota baru Uni Eropa, tetapi juga disebabkan oleh dominasi Perancis dan Jerman yang terlampau mencolok dan berlebihan. Bahkan dominasinya tidak hanya pada persoalan politik saja, tetapi juga sudah merambah ke berbagai bidang lainnya seperti perekonomian, perdagangan, teknologi dan lain sebagainya. 

Salah satu keluhan yang dirasakan Belanda adalah kenyataan bahwa taraf kehidupan masyarakatnya semakin terpuruk. Salah satu indikatornya adalah dengan diberlakukannya undang-undang yang mengharuskan pemberlakuan mata uang Euro dalam sektor perdagangan. Betapa kebijakan tersebut terkesan sangat dipaksakan. Harga kebutuhan pokok yang semula murah kini menjadi dua kali lebih mahal. Kendatipun pemerintah Belanda tidak mendapatkan dampaknya, tetapi masyarakat Belandalah yang menuai arangnya, terutama sekali masyarakat golongan kecil. Belanda, seperti juga Indonesia yang termasuk dalam kategori negara berkembang seperti telah diuraikan diatas tampaknya terlalu memaksakan diri menggunakan mata uang kawasannya. Akibatnya, harga-harga kebutuhan pokok menjadi sulit dijangkau. Dan akibat dari hal tersebut sangat berpengaruh pada sektor kesehatan, terutama mengeani buruknya gizi.  Italia ataupun Jerman memang tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi agi Belanda, yang pendapatannya jauh dibawah Perancis dan Jerman jelas merasakan ketidakseimbangan.

Hal senada juga dibenarkan oleh The New York Times yang memberitakan bahwa latar belakang penolakan Belanda bervariasi, mulai dari kekecewaan terhadap mata uang Euro yang membuat taraf kehidupan semakin sulit karena harga kebutuhan melonjak beberapa kali lipat, sampai pada kekhawatiran akan perluasan Uni Eropa yang begitu cepat.

Ekspansi Uni Eropa yang cepat telah membuat warga Belanda rentan terhadap persoalan imigran, khususnya imigran muslim. Hal ini juga yang membuat Belanda menentang bergabungnya Turki kedalam blok Uni Eropa, karena imigran muslim yang datang ke Belanda mayoritas dari Turki. Banyak sekali faktor yang dikhawatirkan oleh Belanda karena menurut masyarakat Belanda,  perluasan Uni Eropa maupun konstitusi Uni Eropa dipandang akan semakin memperlemah posisi pemerintah Belanda dalam menangani isu-isu diatas. Hal itu tentu saja akan berdampak pada eksistensi Belanda di Uni Eropa. Seperti kata pepatah “ sudah jatuh, tertimpa tangga pula”.
Dimata warga Belanda, Brussels (markas besar UE) dan pemerintah terlalu arogan karena tidak mau mendengar keinginan rakyat
. Yang paling disesali oleh masyarakat Belanda adalah kenyataan bahwa masyarakat Belanda tidak pernah diajak berdialog sebelumnya menyangkut kebijakan-kebijakan Uni Eropa, sehingga mereka merasa bahwa hak-haknya sebagai warga negara tidak dipenuhi oleh negara dan Uni Eropa.  Bukti yang paling nyata adalah pemekaran 10 negara anggota baru, pemberlakuan mata uang Euro dan lain sebagainya. Hal tersebut persis  seperti pernyataan yang dilontarkan oleh Lydia Meist salah seorang fungsionaris Partai Sosialis Belanda kepada wartawan BBC News
, “Rakyat Belanda menganalisa bahwa Eropa hanyalah proyek sekelompok elite” tegasnya. Rakyat Belanda juga khawatir bahwa identitas mereka sebagai negara kecil akan semakin tenggelam dalam blok Uni Eropa, terlebih melihat dominasi Jerman dan Perancis yang terus menguat. Uniknya, rakyat Perancis juga sebaliknya merasa khawatir bahwa pengaruh Perancis didalam blok semakin lama semakin memudar.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh sebuah organisasi di Belanda menyebutkan 62 % waraga Belanda menolak pemberlakuan UUD Uni Eropa. Jajak pendapat tersebut dilakukan menjelang polling yang akan digelar resmi oleh pemerintah Belanda terkait pemberlakuan UUD Uni Eropa. Beberapa waktu lalu, tepatnya tangal 1 Juni 2005 pemerintah Belanda menggelar referendum karena pihak pemerintah tidak puas dengan hasil jajak pendapat yang digelar oleh organisasi tersebut yang menuai hasil 62% rakyat Belanda menolak konstitusi Uni Eropa
. Menurut pemerintah Belanda, sikap masyarakat Belanda tersebut terkesan reaksioner mengingat tiga hari sebelumnya, rakyat Perancis menolak konsitusi Uni Eropa dengan jumlah suara 55 % menolak dan 45% menerima. 

Tiga hal yang perlu digaris bawahi mengenai penolakan oleh masyarakat Belanda tersebut, yaitu kehawatiran bahwa konsitusi Uni Eropa akan menimbulkan masalah sosial politik negara itu, yang salah satunya berakibat pada minimnya lapangan kerja dan melonggarkan imigrasi sehingga mengikis identitas nasional negara itu.

Adapun Belanda beserta negara-negara anggota Uni Eropa lainny masih menggunakan konstitusi lama dalam menjalankan kehidupan sosial politiknya. Hal itu pun sebenarnya masih dirasa berat dan terkesan dipaksakan. Namun sampai hari ini Belanda tetap konsisten karena sudah terlanjur meratifikasi konstitusi lama tersebut. Tetapi untuk konstitusi yang baru ini, nampaknya Belanda akan lebih berhati-hati dalam megambil keputusan mengingat keputusan yang akan diambil nantinya akan menyangkut kepentingan orang banyak. 

Secara tegas Perdana Menteri Belanda memang tidak ingin kondisi kehidupan sosial politik rakyatnya memburuk. Tetapi disisi lain, pemerintah Belanda juga harus tetap menjaga citra Belanda sebagai pejuang integrasi Eropa. Namun seperti  itulah kenyataannya. Belum diberlakukan saja sudah menuai banyak protes. Apalagi jika diberlakukan. Mngkin saja akan terjadi gelombang demonstrasi secara besar-besaran yang dilatarbelakangi oleh terganggunya stabilitas politik masyarakat Belanda.


Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Konsekuensi Akan Diberlakukannya Konstitusi Uni Eropa Terhadap Kehidupan Sosial Politik Masyarakat Belanda”.

B. Identifikasi Masalah


Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka untuk memudahkan penganalisaan, peneliti memaparkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konstitusi Uni Eropa dapat mempengaruhi masyarakat Eropa?

2. Mengapa sebagian besar masyarakat Belanda menolak akan diberlakukannya konstitusi Uni Eropa?

3. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Belanda dalam menaggulangi permasalahan sosial politik dalam negerinya?

1. Pembatasan Masalah

Dengan melihat uraian identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti melihat bahwa terdapat variabel yang muncul dalam penelitian ini, oleh karena itu perlu dilakukan suatu pembatasan terhadap masalah yang akan dikaji. Pembatasan tersebut mencakup penggunaan unit analitis (variable terikat) dalam penelitian ini adalah peneliti perlu membatasi masalah pada kondisi riil kehidupan sosial politik masyarakat Belanda paska penolakan konstitusi Uni Eropa. Sedangkan untuk unit eksplanasi (variable bebas) adalah proses akan diberlakukannya konstitusi Baru Uni Eropa.

Dengan demikian, agar masalah yang akan diteliti tidak akan menjadi semakin luas, maka penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2000 dimana Treaty Nice berlaku hingga tahun 2005 dimana ada rencana Konvensi Masa Depan Eropa dan Traktat Aksesi 10 Negara Anggota Baru.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, untuk memudahkan penganalisaan dalam penelitian ini, perlu kiranya penulis merumuskan masalah secara spesifik sebagai berikut:

“Sejauhmana proses politik penolakan masyarakat Belanda dan kaitannya dengan akan diberlakukannya konstitusi Uni Eropa?”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses dan faktor-faktor penolakan masyarakat Belanda terhadap konstitusi Uni Eropa.

2. Untuk mengetahui penyebab terpuruknya kehidupan sosial masyarakat Belanda paska diberlakukannya konstitusi Uni Eropa.

3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Belanda setelah rakyatnya menolak Konstitusi baru Uni Eropa.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan yang dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Memudahkan peneliti berikutnya dalam mencari referensi yang berkaitan dengan permasalahan Belanda dalam Uni Eropa

2. Sebagai langkah awal bagi penelitian selanjutnya mengenai dilema Belanda pra dan paska diberlakukannya konstitusi Uni Eropa

3. Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai konstelasi politik khusunya dalam kawasan Eropa bagi mahasiswa yang berminat mendalaminya

4. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi Hubungan Internasional 

D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Dalam era globalisasi, interaksi antar negara yang satu dengan yang lain telah menimbulkan hubungan bilateral yang pada akhirnya tidak hanya melibatkan antar negara saja, akan tetapi sudah mencakup kawasan atau antar wilayah. Dengan kata lain interaksi tersebut tidak terbatas hanya pada wilayah regional tetapi sudah mencakup kawasan demi kawasan atau antar wilayah yang tidak terbatas hanya pada wilayah regional, tetapi sudah bersifat multilateral atau lebih luas lagi disebut Hubungan Internasional. Untuk memperjelas fenomena dalam hubungan internasional tersebut, penulis mengambil pengertian tentang Hubungan Internasional dari pemahaman dan cara pandang K.J. Holsti dalam bukunya yang berjudul Politik Internasional suatu Kerangka Analisis
, mengatakan :

Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi diantara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Lebih lanjut dikatakan, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.


Dari apa yang diungkapkan Holsti, jelaslah bahwa kajian dan ruang lingkup Hubungan Internasional sangat bersifat luas, majemuk dan tidak statis. Sinkronisasi antar berbagai elemen atau struktur yang bernaung dibawah negara sudah menjadi keharusan umum untuk tidak menyikapi lingkungan internasional yang sangat aktif.


Selanjutnya, Trygve Mathisen dalam bukunya Methodology on Study of International Relation, yang dikutip oleh Suwardi Wiriaatmadja, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional mengatakan bahwa Hubungan Internasional
    sebagai berikut :

Hubungan Internasional ialah studi bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, sejarah baru dalam politik internasional dan merupakan semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi adalah berasal dari suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain.


Dalam buku tersebut, Suwardi Wiriaatmadja mengemukakan sekaligus memberikan pemaknaan Hubungan Internasional dengan pemahamannya sendiri yaitu dengan menguraikannya sebagai berikut:

Hubungan Internasional ialah segala hal yang mencakup hubungan antar bangsa-bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berikir manusia.

Suwardi bahkan menekankan pada apapun bentuknya yang melintasi batas negara, tidak hanya pada bentuk-bentuk artifisial yang menyangkut perjanjian, pertukaran, kerjasama dan lain sebagainya. Namun apapun yang berupa kebebasan dalam pandangan, pikiran, pendapat umum maupun perasaan yang bisa menimbulkan suatu kontak sosial antar berbagai manusia dari negara manapun, sebagai bagian dari dinamika internasional itu sendiri. Dalam kehidupan internasional setiap negara ataupun elemen-elemen daripadanya memiliki tingkat interdepedensi yang berbeda-beda, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kehidupan internasional memiliki sistem politik, ekonomi, sosial dan pertahanannya sendiri.

Hubungan Internasional dewasa ini tidak lagi identik dengan state actor tetapi sudah mencakup non-state actor seperti yang di ungkapkan oleh Karen A. Mingst dalam buku Esential of International Relation:

Hubungan Internasional adalah interaksi antara berbagai aktor yang berpartisipasi dalam percaturan politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi-organisasi internasional, kesatuan–kesatuan subnasional seperti: birokrasi, pemerintah daerah, dan perorangan-perorangan pribadi.


Dapat diartikan maksud dari definisi tersebut ialah bahwa Hubungan Internasional adalah kegiatan-kegiatan atau semua bentuk interaksi antara anggota suatu masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, tidak terlepas dari apakah interaksi tersebut disponsori atau tidak oleh pemerintahnya.


Dalam kerangka penulisan ini penulis akan mencoba menentukan tingkat analisa, unit analisa dan unit eksplanasi yang dipakai untuk menjelaskan permasalahan yang diajukan. Menurut Mochtar Masoed ada lima kemungkinan tingkat analisa, yaitu: (1) individu; (2) kelompok; (3) negara bangsa; (4) kelompok negara-negara dalam suatu region; dan (5) sistem global. Tingkat analisa yang penulis pilih yakni tingkat analisa yang berupa kelompok negara-negara dalam suatu region, karena menurut tingkat analisa ini pada dasarnya merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Karena itu unit analisa yang ditelaah dapat berupa persekutuan baik dalam bidang politik, ekonomi dan perdagangan, pengelompokan region seperti Uni Eropa, blok ideologi dan sebagainya. Jadi menurut unit analisa ini, kelompok negara-negara dalam satu region tidak sendiri-sendiri, tetapi sebagai suatu kelompok dimana kelompok tersebut memiliki tujuan yang dilandasi oleh kepentingan kelompok tersebut.


Dengan latarbelakang ingin menciptakan perdamaian dunia, juga ingin menyolidkan negara-negara di kawasan Eropa maka dicetuskanlah ide oleh lima negara Eropa untuk mengintegrasikan Eropa. Oleh karena itulah, maka diperlukan suatu wadah untuk memfasilitasi negara-negara tersebut. Tentunya, kelompok negara-negara yang ingin bersatu itu terbentuk dalam suatu wadah bernama Organisasi Internasional, baik yang sifatnya global ataupun regional. Untuk menjelaskan sifat Organisasi Internasional seperti Uni Eropa, penulis memasukan konsep Organisasi Internasional yang diambil dari Teungku May Rudi :

Organisasi Internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksi untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara berbeda.


Organisasi Internasional ini muncul untuk memenuhi tuntutan keinginan dalam meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam kaitannya dengan usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Didirikannya Organisasi Internasional adalah selain untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan lebih tertib dalam upaya mencapai tujuan bersama, juga sebagai suatu wadah hubungan kerjasama antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dan terpenuhi.


Suatu interaksi antara negara dalam suatu kawasan dapat terbukti melalui regionalisme, dimana faham atau isme tersebut menunjukkan bahwa kerjasama antara negara-negara dalam suatu kawasan yang muncul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi atau dengan kata lain kebutuhan juga berarti kepentingan untuk berinteraksi dengan negara lain. Adapun definisi regionalisme itu sendiri, dapat dikutip dari pendapat Jack C. Plano dalam buku Kamus Hubungan Internasional setelah diterjemahkan oleh Edi S. Siregar, yang intinya sebagai berikut:

Regionalisme atau kawasan adalah konsep mengenai bangsa yang terdapat di kawasan geografi tertentu atau bangsa yang memiliki hirauan bersama, dapat bekerjasama melalui organisasi dengan keanggotaan terbatas untuk mengatur masalah fungsional politik dan militer. Regionalisme memberikan pendekatan untuk mengatasi permasalahan, yaitu yang berada diantara unilateralisme.

Sumber lain dari referensi yang peneliti himpun mengacu pada aspek historis Perang Dingin dimana berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin 1989 dan jatuhnya Uni Soviet tahun 1990-an telah membawa perubahan pada pola-pola Hubungan Internasional yang tidak hanya terbatas pada aspek-aspek ekonomi, sosial, dan politik saja. Akan tetapi perubahan tersebut telah menyangkut pada sektor-sektor kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kenegaraan. Hal tersebut diiringi dengan semakin derasnya arus demokratisasi yang ditandai dengan gelombang alik dari negara otoriter menuju negara demokratis. Gelombang ini hampir melanda seluruh bagian dunia internasional, lewat suara yang menuntut persamaan derajat hampir melanda seluruh dari negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang seperti Afrika, Amerika Latin, Asia juga sebagian masyarakat Eropa. Untuk kawasan negara-negara berkembang Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa, memerlukan suatu analisis studi kawasan dalam melaksanakan kebijaksanaan masing-masing politik luar negeri yang memerlukan pertimbangan kewilayahan, seperti diungkapkan oleh Jack C. Plano, Robert E. Rigga, Helena S. Robin
 seperti dibawah ini :

Studi kawasan yaitu studi mengenai penyelidikan yang luas mengenai faktor-faktor yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi pada negara yang berdekatan secara geografis pada kelompok lokal. 


Sementara itu penulis kembali mengutip pendapat Teungku May Rudi mengenai defenisi kawasan dari salah satu buku karangannya mengenai kawasan yang berjudul “Studi Kawasan, Sejarah Diplomasi” yakni : 

Kawasan, wilayah ataupun area merupakan sistem regional dan sub-sub ataupun bagian-again dari kawasan nerupakan sub sistem regional adalah bagian-bagian yang bersub-ordinasi terhadap sistem dunia ataupun global system.


Integrasi di dalam suatu kawasan merupakan kerjasama yang digunakan untuk kepentingan yang spesifik dapat dikategorikan sebagai regional cooperation, disebabkan karena regionalisme muncul pada saat kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi, dan akan lebih lengkap dengan mengkaji paradigma studi kawasan.


Perkembangan Uni Eropa sebagai kekuatan regional politik dan ekonomi di benua Eropa telah mendorong adanya persaingan dan perimbangan pada struktur politik internasional, perimbangan kekuatan politis Uni Eropa dibuktikan dengan adanya sikap dari beberapa negara anggota Uni Eropa yang menolak invasi militer Amerika Serikat ke Irak termasuk Iran dengan isu senjata nuklirnya. Sedangkan perimbangan dalam ekonomi, Uni Eropa telah mampu memberikan keseimbangan pada kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan Jepang. Sejalan dengan pemikiran tersebut, disampaikan oleh Didik J. Rachbani, sebagai berikut:

Uni Eropa pada mulanya sebagai organisasi regional berorientasi ekonomi, secara perlahan-lahan telah memasuki wilayah politis, sekalipun belum memberikan perimbangan yang kuat atas hegemoni Amerika Serikat yang selama ini berlangsung. Namun dengan mendorong anggota barunya untuk dapat menyesuaikan kebijakan politis dan ekonominya, telah melahirkan kesadaran semu pada penyeragaman politik diantara negara-negara anggota baru yang sebelumnya beraliran komunis.

Penolakan Konstitusi yang dilakukan oleh masyarakat Belanda menyebabkan terhambatnya Konvensi Masa Depan Eropa dan Traktat Aksesi 10 Negara Anggota Baru Uni Eropa. Hal ini membuat berubahnya kebijakan politik luar negeri Belanda yang disebabkan oleh tekanan dari masyarakat Belanda sendiri. Adapun pengertian dari Politik Luar Negeri menurut Sumpena Prawirasaputra dalam bukunya Politik Luar Negeri RI adalah :

Politik Luar Negeri adalah kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan khususnya tujuan untuk suatu kurun waktu yang sedang dihadapi yang lazim disebut kepentingan nasional. Pada hakekatnya ia merupakan suatu pola sikap atau respon terhadap lingkungan ekologinya. Respon tersebut mempunyai latar belakang dengan persepsi, pengalaman, kekayaan alam serta kebudayaan politik yang biasanya dimanifestasikan sebagai falsafah bangsa dan diakomodasikan dalam konstitusi.

Muchtar Kusumaatmadja, dalam bukunya Politik Luar Negeri
 dan pelaksanaannya dewasa ini memberikan pengertian Politik Luar Negeri sebagai berikut :

Politik luar negeri pada hakekatnya merupakan alat suatu negara. Untuk mencapai kepentingan nasionalnya, kebijaksanaan luar negeri merupakan aspek dari strategi nasional dan harus sesuai dengan jangka pendek dan jangka panjang. 

Penolakan Rancangan Konstitusi Uni Eropa telah menjadi hambatan bagi Uni Eropa dalam upaya menempuh langkah selanjutnya yaitu menuju suatu kawasan Eropa yang bersatu. Meski telah diratifikasi oleh beberapa negara Anggota, pengesahan terhadap konstitusi urung dilakukan. Menurut Teori Konstitusional:

Kekuasaan publik merupakan struktur institusi yang kompleks yang berdasarkan klaim sejarah, hukum, moral, dan filosofis mengandung pembatasan diri dan diversifikasi otoritas dan kekuasaan dan kompleksitas hierarki peraturan dan norma yang bertindak sebagai institusionalisasi kekuasaan dan mengatur hubungan antara warga negara, hukum, dan institusi politik.

Dengan melihat teori diatas kita dapat menyimpulkan bahwa penolakan yang terjadi terhadap konstitusi tersebut dikarenakan adanya hal-hal yang dianggap sensitif oleh masyarakat Belanda. Karena pada hakekatnya konstitusi yang akan disahkan merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh anggota Uni Eropa nantinya.
  C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul Konstitusi-konstitusi Politik Modern mendefinisikan konstitusi sebagai berikut
 :

Konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip yang mengatur segala bentuk kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan hubungan diantara keduanya (hubungan antara rakyat dan pemerintah).


Disepakati atau tidaknya sebuah konstitusi, tentu mengalami proses politik. Ketika masyarakat Belanda menolak dengan melakukan jalan-jalan ataupun cara-cara diplomasi mengenai amandemen undang-undang tersebut, maka itu adalah  bagian dari proses politik. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan ataupun kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (alocation) dari sumber-sumber yang ada. Untuk itu, Miriam Budiarjo
 menyimpulkannya sebagai berikut : 

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan dipakai untuk membina kerjasama maupun untuuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasif (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion).

Proses politik tersebut diatas  adalah bagian dari kegiatan dalam sistem politik dimana dalam konsep tersebut meliputi proses, struktur dan fungsi. Miriam Budiarjo secara lugas menyatakan bahwa
 :
Proses adalah  pola-pola yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Struktur mencakup lembaga-lembaga formil dan informil seperti parlemen, kelompok kepentingan, kepala negara dsb, sistem politik menjalankan fungsi yang berperan membuat keputusan-keputusan ataupun kebijaksanaan yang mengikat dari alokasi nilai-nilai (baik yang bersifat materiil maupun non materiil.

Proses dalam sistem politik tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai input dan output. Pun sama halnya dalam konteks negara dimana input tersebut dapat  berupa tuntutan ataupun dukungan masyarakat. Kemudian input tersebut menjadi output berupa keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kemudian terjadilah feedback ataupun umpanbalik dari output yang kemudian menjadi input baru yang mengalami pengaruh-pengaruh dari luar. Demikian halnya dengan apa yang terjadi di Belanda. Masyarakat menuntut agar konstitusi ditolak oleh pemerintahnya, dan setelah mengalami proses maka pemerintah Belanda berhak mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. 

Uni Eropa yang didirikan oleh Belanda, Belgia, Perancis, Jerman dan Luksemburg juga dalam proses perkembangannya mengalami pasang surut ternyata memiliki permasalahan serius yang dapat menentukan eksistensinya baik dalam lingkup regional maupun internasional. Sekalipun satu konstitusi, tetapi tidak semua negara dikatakan mapan mengingat sebagian besar pertumbuhan ekonominya dikategorikan dalam negara berkembang. Walaupun pertumbuhan ekonomi Belanda lebih dari 5% setiap tahunnya, tetapi dalam pemerataan pembangunannya tidak dinikmati oleh seluruh rakyat, pun dalam konteks politik kawasannya terlalu didominasi oleh Jerman. Namun demikian permasalahan tersebut bukanlah yang pertama kalinya menimpa Uni Eropa, seperti yang diutarakan ketua Komisi Eropa Jose Manuel Barroso
 :

Ini bukan masalah pertama yang dihadapi Eropa dan bukan pula masalah terakhir. Saya mendesak kepada semua kepala pemerintahan Eropa untuk tidak mengambil keputusan sendiri-sendiri. Traktat ini ditandatangani oleh dua puluh lima  negara Uni Eropa. Kalau sekarang ada masalah, maka masalah ini harus diatasi secara bersamaan. Itu adalah tugas Dewan Eropa untuk meninjau kembali apa kekurangan-kekurangan yang ada di Eropa.

Sepakat dengan Jean Petter Balkende, Nick Anderson selaku pengamat politik di Eropa memberikan gambaran tentang sahnya suatu undang-undang. Berikut kutipannya
 :

RUUD baru akan resmi dibatalkan apaila lebih dari lima negara anggota menolaknya. Apabila kurang dari lima negara, maka harus dicari jalan lain untuk menyelamatkannya dan sesuai kesepakatan bersama antar sesama delegasi negara-negara anggota untuk Uni Eropa, maka proses penentuannya adalah tanggal 1 November 2006.

Tina Josephine, seorang pengamat dari Spanyol berpendapat lebih radikal lagi berkaitan dengan penolakan masyarakat Belanda. Menurutnya, jika satu saja negara menolaknya, maka undang-undang tersebut tidak dapat disahkan. Berikut pernyataannya
 :

Konstitusi Uni Eropa sebenarnya bertujuan baik yaitu untuk merampingkan kebijakan-kebijakan Uni Eropa, namun penolakan ini boleh dikatakan suatu bentuk kegagalan Uni Eropa karena tidak terciptanya suatu konsep yang demokratis. Sebelum konstitusi itu diberlakukan, maka kedua puluh lima negara anggota Uni Eropa harus meratifikasinya, jika tidak maka undang-undang tersebut tidak akan pernah berlaku.

Tentu saja bukan tanpa sebab masyarakat Belanda menolak konstitusi tersebut. Nancy Courgie, seorang aktivis LSM Kaum Miskin Kota di Belanda berkata “pemaksaan konstitusi adalah bentuk dari pelanggaran konstitusi. Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita Uni Eropa”
. Dari pernyataan yang dilemparkan oleh Courgie, bisa dimaknai pelanggaran tersebut diindikasikan dengan cita-cita Uni Eropa yang ingin membuat masyarakat Eropa adil, makmur dan sejahtera. Belanda memang tergolong negara yang cukup mapan dimata Asia ataupun Afrika, tetapi dalam konteks kawasannya sendiri, Belanda termasuk kedalam negara yang taraf kehidupannya boleh dikatakan rendah. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis akan menggunakan teori-teori tersebut untuk menyelesaikan proses penelitian yang diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat memberikan jawaban yang argumentatif yang dapat dipertahankan penulis dengan memberikan objektifitas dalam penelitian.

2. Hipotesis

Berdasarkan pada uraian yang berkaitan dengan perumusan masalah, kerangka pemikiran, kesimpulan dan asumsi dasar diatas, maka penulis akan memberikan kesimpulan sementara atau hipotesis untuk membantu penelitian ini berdasarkan pada premis-premis ilmu pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya dan disusun secara deduktif. Bertitik tolak dari beberapa anggapan dasar diatas kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut :

“Konstitusi Uni Eropa yang Akan Diberlakukan November 2006 Akan Menyebabkan Stabilitas Sosial Politik Masyarakat Belanda Terganggu”.

3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator
Agar penyusunan skripsi ini tidak terlalu banyak menghadapi kesulitan dalam pembahasannya, maka penulis perlu mengemukakan faktor pendukung pembahasan melalui operasional variabel sbb :

Variabel dlm Hipotesis

(Teoritik)
Indikator

(Empirik)
Verifikasi

(Analisis)

Variabel Bebas:

Diberlakukannya Konstitusi Uni Eropa 
1. Adanya penyeragaman politik luar negeri 
2. Hilangnya sementara hak-hak tertentu
3. Penyeragaman mata uang
4. Arus Imigrasi

1. Dalam konsep baru Integrasi Uni Eropa, pada  Bab II dijelaskan mengenai kesepakatan-kesepakatan pokok berkenaan dengan Kebijakan Keamanan Bersama dan luar negeri bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan pokok berkenaan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan bersama, kesepakatan-kesepakatan pokok berkenaan dengan kebebasan, keamanan dan keadilan, dan Rasa Solidaritas.

2.  Dalam bab III Konsep Baru Integrasi Uni Eropa poin I, disebutkan bahwa sebagai akibat menjadi anggota UE, maka akan hilang hak-hak tertentu untuk sementara

3.  Dalam poin kebijakan UE bab II mengenai kebijakan Ekonomi Moneter dijelaskan bahwa kebijakan moneter UE diatur oleh Bank Sentral Eropa yang akan mempertahankan stabilitas mata uang Euro

4. Dalam poin kebijakan bab IV mengenai daerah kebebasan, Keamanan dan Keadilan dijelaskan bahwa adanya jaminan untuk tidak mengontrol orang, apapun kebangsa-annya ketika melewati perbatasan UE.

Variabel Terikat :

Kehidupan Sosial Politik Masyarakat Belanda
5. Meningkatnya jumlah imigran yang masuk ke Belanda
6. Tingginya harga kebutuhan pokok akibat pemberlakuan mata uang Euro
7. Terabaikannya kepentingan negara akibat kepentingan kawasan menjadi prioritas utama

1. Badan Pusat Statistik Belanda menyatakan bahwa sejak tahun 2000 penduduk Belanda berjumlah 16,3 jiwa. Dari angka tsb, 1,2 juta jiwa merupakan pendatang barat, 3,1 juta jiwa pendatang non barat. Meningkatnya jumlah imigran ini dikhawatirkan akan mengikis identitas negara itu

2. Penggunaan mata uang Euro memperburuk kehidupan sosial masyarakat Belanda. Harga kebutuhan pokok meningkat dua sampai tiga kali lipat. Harga roti yang semula 1 gulden kini menjadi 1 Euro (1 Euro = 2,20371 gulden) Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, masyarakat Belanda yang umumnya konsumtif terhadap kebutuhan sekunder menjadi berbalik. Akibatnya, toko-toko menjadi sepi pembeli dan itu membuat sebagian perusahaan gulung tikar  dengan dibarengi PHK sehingga berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran. 

3. Sebagai negara anggota, Belanda wajib membayar iuran setiap tahunnya yaitu sebesar 100 ribu Euro. Padahal menurut analisa masyarakat Belanda, uang sebanyak itu dapat digunakan untuk jaminan kesehatan ataupun pemulihan ekonomi masyarakat Belanda



4. Skema Kerangka Teoritis

Untuk memudahkan pemahaman baik untuk peneliti sendiri maupun untuk pembaca, paparan diatas disarikan dalam sebuah skema dibawah ini :

SKEMA KERANGKA TEORITIS












E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

· Tingkat Analisis

Jika berbicara secara berurutan mengenai suatu penelitian yang dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian, maka yang dibicarakan adalah metode penelitian. 

Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalahan metodologis, maka dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif-analitis dan metode sejarah ataupun historis-analitis. 

· Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua bentuk metode penelitian yaitu :

· Metode Penelitian Deskriptif – Analitis, yaitu metode penelitian dimana peneliti mengumpulkan data yang menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung secara sistematis. Data-data yang bersifat aktual dan akurat tersebut kemudian disusun, diklasifikasikan, dianalisis dan diinterpretasikan. Adapun tujuan dari penelitian dengan metode ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

1. Metode Historis – Analitis, yaitu dengan menggunakan data-data dan fakta-fakta masa lalu dalam hubungannya dengan fakta terkini dan dari hal tersebut dijadikan rekonstruksi sebagai gambaran untuk pemahaman masalah tersebut pada situasi sekarang dan kemungkinan perkembangannya. Metode ini mempunyai perspektif histories dan menggunakan catatan observasi atau pengamatan orang lain yang tidak diulang kembali. Metode ini juga merupakan suatu usaha untuk memberikan interpretasi dan bagian trend yang naik turun dari suatu status keadaan dimasa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang aka datang. Tujuannya tak lain adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara obyektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi dan menyintesiskan serta menjelaskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengembangan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan konsep Library Research (studi pustaka) yaitu penelusuran data-data yang bersumber dari bahan-bahan tulisan, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip, majalah-majalah, jurnal-jurnal, koran-koran ataupun kliping-kliping dari media massa yang berhuungan dengan topik yang diteliti.

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi Penelitian


a. Delegations of The European Commission


Wisma Dharmala Sakti 16th floor


Jl. Jenderal Sudirman 32 Jakarta 10220


b. Centre for Strategic International Studies


Jl. Tanah Abang III No.27 Jakarta


c. Perpustakaan Erasmus Kedutaan Belanda


Jl. HR. Rasuna Said Kav. S-3, Kuningan Jakarta 12950


d. UPT Perpustakaan Universitas Indonesia


Kampus Baru Depok 16424 Jakarta

2. Lamanya Penelitian


 Adapun untuk penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang dimulai pada bulan Agustus 2005 sampai bulan Februari 2006.
TABEL 2

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

Agustus 2005 – Maret 2006

No
Bulan/Minggu
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Januari
Februari
Maret


Kegiatan
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
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Penelitian Lapangan

· Pengurusan surat izin
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